
Dipindai dengan CamScanner

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, pemenuhan
dan derajat kesehatan kepada seluruh lapisan rnasyarakat,
perlu dilakukan penugasan khusus tenaga kesehatan pada
fasilitas pelayanan kesehatan khususnya pada wilayah
dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil di wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33
Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan
Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, Pernerintah
Daerah melakukan penempatan tenaga kesehatan dengan
cara penugasan khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penugasan Khusus
Tenaga Kesehatan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain rnengenai
Pembentukkan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Repu blik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambah an
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keseh tan
[Lernbaran Negara Republik Indonesia T hun 2009
Nomor 144, Tambahan Lemb r n Negar Republik
Indonesia Nomor 5063);

GUBERNUR KALIMANTANSELATAN,

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA
1

PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMORac.o TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASANKHUSUS TENAGA KESEHATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN



Dipindai dengan CamScanner
r •• '

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5607);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat
Terpencil, dan Fasilitas Pe1ayanan Kesehatan Yang Tidak
Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 153);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung
Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 998);
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Pasa12
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Pemerintah
Dae~ah. dal~m pengelolaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di wilayah
PrOVInS1 Kalimantan Selatan.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasa11
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten /Kota adalah Kabupateri/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya elisebut Dinas adalah Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan eli bidang kesehatan di
Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan danj'atau keterampilan
melalui penelidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

8. Penugasan khusus Tenaga Kesehatan adalah pengangkatan Tenaga
Kesehatan yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil untuk jangka
waktu tertentu guna melaksanakan pekerjaaan sebagai tenaga kesehatan
dalam rangka Pelaksanaan Program Pemerintah.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya,

10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis
yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tenaga Kesehatan yang telah
memiliki sertifikat kompetensi.

11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi
Kaliman tan Selatan.

13.Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab
seperti keadaan geografis (Kepulaian, pegunungan, daratan, hutan dan
rawa], transportasi, sosial dan ekonomi.

14.Daerah sangat terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena
berbagai sebab seperti keadaan geografi [kepulauan, pegunungan, daratan,
hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KHUSUS
TENAGAKESEHATAN.
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Pasal5

(1) Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan merupakan penugasan individual.
(2) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

kepada Tenaga Kesehatan, yaitu:
a. dokter;
b. dokter gigi;
c. bidan;
d. perawat;
e. ahli teknologi laboratorium medik;
f. terapis gigi dan mulut;
g. tenaga gizi;
h. tenaga kesehatan lingkungan;
i. tenaga kefarmasian; dan
j. tenaga kesehatan masyarakat.

(3) Penugasan individual sebagaimann dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah ada pernetaan Iormasi kebutuhan oleh Dinas.

(4) Penugasan khUSU8 sebagaimnna dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Keputusan Gubemur.

(1) Penugasan Khusus tenaga medis kesehatan dilakukan untuk mernenuhi
kebutuhan pelayanan kesehatan pada:
a. fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria pedesaan terpencil dan

sangatterpencil;dan
b. fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan Puskesrnas

di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang kekurangan Tenaga
Kesehatan.

(2) Penetapan fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria pedesaan terpencil
dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) sesuai ketentuan
perundang- undangan.

Pasal4

BABII
PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal3
Peraturan Gubemur ini bertujuan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah
dalam:
a. meningkatkan dan melakukan pemerataan Pelayanan Kesehatan;
b. mewujudkan PeJayanan Kesehatan yang terintegrasi di Daerah;
c. menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

Daerah;
d. menjaga keberlangsungan Pelayanan Kesehatan;
e. mematuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan;
f. memberikan Pelayanan Kesehatan pada desa terpencil dan sangat

terpencil; dan
g. memberikan Pelayanan Kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan m.ilik

Pemerintah Daerah atau Puskesmas yang belum memenuhi standar.
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Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal9

(1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berakhir apabila:
a. selesai melaksanakan tugas;
b. diberhentikan/pemutusan secara sepihak;
c. tidak dapat melaksanakan tugas profesinya; atau
d. meninggal.

(2) Pemberhentian/pernutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Oubemur.

Bagian Kedua
Tata Cara Penugasan

PasalB
Tata cara pengadaan dan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubemur ini.

Pasal7
(1) Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berada di desa terpencil dan

sangat terpencil serta Puskesmas dalam Wilayah Provinsi Kalimantan
Selatan yang belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah lokasi penugasan atau perubahan
status desa, Kepala Dinas dapat melakukan perubahan lokasi penempatan
Tenaga Khusus Kesehatan dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

Pasa16
(1)Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan selama 2 (dua) tahun.
(2) Dalam hal adanya kebutuhan penanganan masalah kesehatan tertentu,

dapat dilakukan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan paling lama 1 (satu)
tabun.

(3) Masa Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang
paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan:
a. masih ada formasi;
b. berkinerja baik;
c. memperoleh rekomendasi dari pimpinan unit kerja bagi Tenaga

Kesehatan yang ditempatkan di fasilitas Pelayanan Kesehatan milik
Pernerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan

d. memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
bagi yang ditempatkan di desa terpencil, sangat terpencil, dan
Puskesmas.
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Pasal 12

(1) Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus dinyatakan hilang
berdasarkan:
a. berita aeara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang; dan
b. belum melewati masa 12 (dua belas) bulan.

(2) Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus dinyatakan hilang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diternukan kernbali apabila yang
bersangku tan dalam keadaan:
a. masih hidup dan sehat, dapat dipekerjakan kemball sebagai Penugasan

KhUSUBTenaga Kesehatan;
b. cacat, keadaan cacat tersebut disebabkan dalam dan karena dinas

maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai tenaga kesehatan
sebagai penugasan khusua tenaga kesehatan dan dlanggap sudah
selesai melaksanakan rnasa penugasan:

c. cacat, keadaan cacat tersebut bukan dleebabkan dalam dan karena
dinas maka yang bersangkutan dipersamakan dengan diberhentikan
karena tidak cakap jasmani dan/ atau rohani.

(1) Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus meninggal dunia/wafat pada
saat melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepada ahli waris diberikan
uang duka sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan.

(2) Surat keterangan meninggal mcninggal dunia/wafat Tenaga Kesehatan
dalam penugasan khusus diterbitkan olch Kepala Dinas berdasarkan:
a. berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang

wafar/meninggal dunia yang bersangkutan;
b. surat pernyataan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang

kesehatan di Kabupaten/Kota yang mernuat keterangan mengenai
Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia tersebut terjadi karena dan di
dalam Dinas; dan

c. surat keterangan dokter yang dilengkapi dengan hasil visum et
repertum.

Pasal 11

Posnt 10

(I) Tenaga Kesehatan dalarn penugnsan IdlUNUN dinnggnp t 11\h mcniuggul
dunia apabila:
a. meninggal dunia dalarn dan knrenn menjnlnnknn tugns It wnjlbnnnyn:
b. meninggal dunia dalarn keadann lnln ynng adn huhungnnnyu d ngnn

dines, sehingga kematian itu disarnakan d mgan rn irunggnl dunin dnlnm
dan karena menjalankan tugas;

c. meninggal dunia yang langsung diukibatkan oleh lukn ntau ucut rohnni
atau cacat jasmani yang didapat dalam don 1mI'inn m njnlnnknn tugns
kewajibannya; atau

d. meninggal dunia karen a perbuatan nnasir yang tldnk bertan ung jnwnb
ataupun sebagai akibat tindakan tcrhadnp nnastr itu.

(2) Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus dianggap telah wnfnt npnbiln
meninggal dunia bukan diakibatkan oleh hal-hal sebngnimann dimnksud
pada ayat (1.).

(3) Pemberhentian Penugasan Khusus Tennga Kesehatan karcna rneninggnl
duriia/wafat ditetapkan dcngan Keputusan Oubernur.
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PasaI 15
Larangan bagi Tenaga Kesehatan dalam penugasan khusus antara lain:
a. mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus pada proses rekruitmen;

Pasal14
Kewajiban Tenaga kesehatan dalam penugasan khusus antara lain:
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,

Negara dan Pemerintah;
b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
c. menyimpan rahasia kedokteran;
d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
f. melaksanakan tugas profesi Tenaga Kesehatan sesuai dengan program

pemerintah di bidang kesehatan;
g. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan BPJS;
h. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
i. mengikuti pembekalan pratugas untuk menunjang pelaksanaan tugas

tenaga medis sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan pada wilayah
kerjanya;dan

j. membuat laporan berkala setiap triwulan dan laporan akhir pelaksanaan
masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat
keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada Gubemur dengan
diketahu i oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang
kesehatan di Kabupaterr/Kota, yang sekurang-kurangnya memuat tentang
prom tempat penugasan, hasil kegiatan, dan permasalahan.

BABIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13
(1) Hak tenaga kesehatan dalam penugasan khusus meliputi:

a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan yang lain
yang sah menurut ketentuan perundang-undangan;

b. memperoleh biaya perjalanan ke lokasi pembekalan, ke lokasi
penugasan dan biaya perjalanan pulang setelah mengakhiri masa
penugasan;

c. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan;
d. memperoleh cuti tahunan selarna 12 (dua belas) hari kerja pertahun

tennasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1
(satu) tahun, dilakukan secara bergantian dan maksimal 2 (dua)
orang dalam waktu yang bersamaan;

e. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sepanjang
dilaksanakan eli luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan

f. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas.

(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubemur dapat
memberikan tunjangarr/fasilitas lainnya kepada Tenaga Medis sesuai
kemampuan keuangan daerah.
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BAB VI
SANKSI

Pasal 19
(1) Tenngn Kcsehatan yang mengundurkan diri dari penugasan khusus

nebelurn rnolnkaanakan tugas, dikenakan sanksl berupa:
n. tlduk dapat mendaftar sebagal Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

padu 1 (fJutu) periode berikutnya; dan
b. mengembullkan ueluruh blaya yang telah diterima kepada kas daerah

rnclalul J- unk Pernerintah atau Kantor Pos dengan mempergunakan
Iorrnullr Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

BABV
PENDANAAN

Pasal18

Bcgalu blaya yang timbul akibat diberlakukanya Peraturan Gubernur ini
dlbebankan pada:
a. Anggaran Pcndapatan dan 8elanja Daerah; dan
b. uurnbcr lain yang Bah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan

peru nda ng. undangan.

Pasal17
(1) Pcmbinaan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud

dulum Pusul 16 ayat (1) dapat berupa:
u. pcndldikan dan pelatihan yang bersifat fungsional maupun teknis; dan
b. pemberinn pcnghargaan,

(2) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud
dulum Pasal 16 ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu tenaga
kcnehatan mclalui:
IJ. monitoring;
b. evaluasi; dan
c. pelaporan.

BABJV
PEMBINAAN DAN PENOAWASAN

Pasa116
(I) Oul: rrun mclnksanukan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan

(111., p n nnputan tenaga kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga
I{inohutun tli Dueruh.

(~) Pcrnblnnuu dan pengawasan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) secara
, 10l1r~dllukm nakan oleh Dinas.

(3) lJ'tlltm meluksnnakan pernbinaan dan pengawasan Daerah, Dinas dapat .
mellbutkan pimpinan fasllitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan,
pcrhlrnpunun atau kolegiumprofesi terkait.

h. trl IJ~Uf1durkUt1 did sotoluh menandatangant perjanjian kontrak penugasan
Jdluf:lu~;

e. If) '"lWJ<ntl pclunggnran dlsiplln dan kinerja; dan
d. rnonuutu! dlungkut monlud! Aparatur Sipil Negara.
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BERJTADA RAH PROVINSI KALIMANT N S LAT N

TAHUN 2020 NOMOR Jon

KALIMA~.ELATAN.

/
ABDUL HARIS

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal B ~ s W ?o
SEKRETARJS DAERAH PROVINSI

SAHBIRIN NOOR

Ditetapkan di Banj in
pada tanggal (1A:J vt

GUSERNUR lM_ TAN SELATAN,

Pasal 20
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provin iKalimantan
Selatan.

(2) Tenaga Kesehatan yang mengundurkan din atau tidak rnenyelesaikan masa
tugas sesuai dengan perjanjian penugasan/diberhentikan secara sepihak
sebagairnana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3), dikenakan sanksi berupa:
a. tidak dapat diangkat kembali sebagai Penugasan Khusua Tenaga

Kesehatan; dan
b. pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang teJah

diterima dan biaya-biaya lainnya kepada kas daerah melalui Bank
Pemerintah atau Kantor Pos dengan mempergunakan formulir Surat
Setoran Bukan Pajak (SSB?].

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Tenaga
Kesehatan yang:
a. diterima sebagai Aparatur Sipil Negara;
b. diterima sebagai pegawai Badan Layanan Umum 0 mh milik

Pemerintah Provinsi;
c. mengikuti pendidikan dokter spesialis yang dibuktikan dengan surat

keterangan dari fakultas kedokteran; dan/ atau
d. tidak cakap jasmani danj'atau rohani yang dibuktikan dengan h sil

pemeriksaan dari Dokter Pemerintah.

-9-
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umum.

Peranan dan tanggung jawab negara dinyatakan dengan jelas dalam
Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pada Alinea Keempat,
yang berbunyi:

•... meZindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruti tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahieraan umum; mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkari kemerdekaan; perdamaian abadi dan keadilan sosial, JJ.

Berdasarkan pemyataan Pembukaan 1945 Alinea Keempat

tersebut menunjukkan bahwa salah satu peranan negara adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM),
sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948. Dalam deklarasi HAM
Pasal 25 ayat (1) dinyatakan bahwa "setiap orang berhak aias taraf
kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya
sendiri dan keluarqaruja". Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa
pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap
individu untuk hidup sehat, dengan upaya menyediakan sarana pelayanan
kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang teIjangkau bagi
masyarakat.

A. LATAR BELAKANG

TATA CARA PENGADAAN DAN PENUGASANKHUSUS TENAGA KESEHATAN

LAMPIRAN
PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMORC,a> TAHUN 2020
TENTANG
PENUGASANKHUSUS TENAGA KESEHATAN
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Dalam UUD 1945 dalam Pasal 28H dinyatakan bahwa: "setiap orang
berhak hidup sejahiera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
metnperoleti pelayanan kesehatan". Dalam pemenuhan hak warga negara
tersebut maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 34:

"Neqara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasiliias pelayanan umum yang layak". Kebijakan
pengadaan tenaga kesehatan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36
Tabun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan : "Pemerintali mengatur
perencanaan; pengadaan, pendayagunaan, pembinaan; dan pengawasan
mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan
kesehatan: "Oleh karena itu, harus. dilaksanakan pembangunan kesehatan
yang merupakan tanggung jawab semua pihak khususnya Pemerintah
dalam penyediaan SDMkesehatan yang cukup dan bennutu.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang mendasar

untuk dipenuhi oleh suatu pemerintahan yang tengah membangun daerah

atau wilayahnya, tennasuk dalam pembangunan kesehatan. Provinsi

Kalimantan Selatan, secara geografi memiliki wilayah pesisir, perbukitan,

dan pemukiman yang sulit dijangkau menyebabkan akses pelayanan

kesehatan terhambat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan

Pemerintah masih banyak yang belum tersedia tenaga kesehatannya. Hal

tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan tidak dapat dilaksanakan

secara optimal. Penyediaan sumberdaya difasilitasi pelayanan kesehatan

merupakan tanggung jawab Pemerintah,sesuai dengan Pasal 16 Undang­

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan

bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di

bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk

memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
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KI·1}I;habm merupakan urusnn pemerintahan yang dihap) antara
Pernerlnta Pursut don J emerintah Provlnsl dan Pernerintah
K;,bupav:n/KotJJ. ebfWJJfmJma y(jn~ (JjJr,bmk8n dalam Undang-Undang
uomor 23 tahun 20 J 4 tentang Pernerintahan Daerah. Adapun kriteria
urunan pemerintahan yang menj'ltJi kewenangan Provlnsi adalah:

(1 uruuan pemerintaban yang Jokardnya JinOOJidaerah Kabupaterr/ Kota;

(2) urursan pcmerintahan yang penggunanya Hntan Daerah

K~bupaten / Kota;

(3) urunan pemerintahan yang manfaat atau darnpak negatifnya
Hn taJS daerah Kabupa ten / Kota; dan / ata u

(4) uruean pernerintahan yang penggunaan sumber dayanya Jebih
efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsl. Pernbagian urusan
pemerintahan bidang K,(;.t~~h8tankepada Daerah Provinai mcncakup:

a) PengelolaanUK? rujukan tingkat Daerah Provlnel/Hntas daerah
Kabu paten / Kot;_j,;

b) Pengelolaan UKM daerah Provinsi dan rujukan tingkat
daerah Provinui/Hnta daerah Kabupaten / Kota;

c) Penerbitan [jin rurnah saklt kelas B dan faailltas pelayanan
Kef~hatan Tingkat dacrah Provinsl:

I t;flf'lJTJ mt;HtlJJ1., duu aturnn f~r~~hut dfatJJU bahwa seluruh rakyat
IndnneFjJIJ r"'~punyfJf l'wk ysmp, NftrrJJ) untuk mtmdnpAHum pelayanan
ke,~h~um,

IJIJf'!,&JI '),f) 1.:/,;1 J) rn~J)y~f)IJHwl) f)JjhwH Pernerintnh rnengatur

r~TJI;mJ}sJtJJrJ t~nJj1')j :k~~...;} H'm} 1m.uk pt~mf;-fljfJlJm pelaynrmn J{el'$~hntJlndan

IJ:~JJ~JJ' IJ'yH (1) m;;ny~t)IJtklH huhwlj ~~Hlir> omnp, mempunyal hak yang
I1:Jtna dSJJmn rn~11Jpt;roJ'Jh S'v'f'4~fl Mm.. surnber (joy/} dfbj(Jlln~ kesehatan dan

p~J"1I S'YIJI. (2) nwnYf!f J'HJHJ Jmhwlj ~~fJ.p nmnp, rnempunyal hak dalam
rm;T1Ip~mJ~h r ~JSJyIHum Hr.t:<.,I:tW'JJn ysmJl, nrnnn, berrnu u dan terjnngkau.



a. pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Tenaga kesehatan harus diadakan / disediakan, dikembangkan, dan

didayagunakan dengan efektif dan efisien sehingga pembangunan

kesehatan dapat optimal dilaksanakan. Penempatan Tenaga Kesehatan

oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang

dalam Undang-Undang Noomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

ayat (1), dilaksanakan dengan cara:

d) Perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM
dan UKP daerah Provinsi;

e) Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang
dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK);

1) Penerbitan ijin usaha kecil obat tradisional (UKOT);dan

g) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh
Provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat
dan dunia usaha tingkat Provinsi.

Hal tersebut menunjukkan secara eksplisit bahwa urusan SDM
Kesehatan untuk UKM dan UKP daerah Provinsi merupakan kewenangan
pemerintah Provinsi. Selain bertanggung jawab dalam perencanaan,
pengadaan, pendayagunaan SDMK eli UPI'D kesehatan dan institusi
kesehatan vertikal di wilayah Provinsi, juga bertanggung jawab dalam
fungsi koordinatif, pengawasan dan pembinaan perencanaan SDMKantar
Kabupaterr/Kota yang berada di wilayahnya.
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Sasaran akhir Pengangkatan Tcnaga Keuohutan J'cnugmmn J<hUNW~,

yaitu:

1. Terpenuhinya jurnlah dan jcniu tcnaga kenchutun r$OnulJj
dengan standar di Puukesmuu daeruh borrnunuluh JU!f1ChUtsUl,
daerah daerah terpencll dan sangat terpcncll, dun atnu ylmy,

belum mernenuhi standar kebutuhan tennga kcnohntnn dl
Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Terwujudnya penguatan dan pcmenuhan kebutuhun poJuyuno.n
di Puskesrnas pada daerah terpencll dun nangat terpcncll.

B. SASARAN

Pen gad aan tennga J(Cnohlltul1 d fJl~11 (;111'#:1 P~"'II'I"lH" Id'Il~1I4
telah dilaksnnaknn pud.. P"Ol{l'tUfJ Num-Hdill II fj hl1f Y""I~
dilaksanakan J(cl11cntodutl "ON h"tllo. PWWlJtll In! ,,,1,,1, fmt "1H~fJ
mengatasi masalah pcmcnuhan kunntllu« dUl1 uW1f11Hti NnrfH dhr,dfJllhf
tennga kesehatun yang momndul dl Do I'llb "·ot·H"P.I',JII, Pm ImfmllltJ (1MI
Kepulauan (DTPI<) scrtu Duoruh l3orm[umllllJ I{oooh,,'oll (I. HI<) (II
seluruh wilayah Indonenlu. Pongaduun lOlHlI!,I' II,(joohlttllfl (1"IIp)HJ cnr«
penugasan khusuu di Provlnsl J<o'lrnUtlt1H1 HoluUH1 (flhol'IJV'wl1 "UHf",'J
melaksanakan program securu lorlntogmol dUI1 lflomJJcrJlwtl po IIIYlltls,f,
kesehatan secara optimal df tfllg1wt polnyanun (Jmml' khlH1UfjllY'. (11
daerah bermasalah kesehutan dun punkonrnun yOll~ IwlWlLItll!)HJ '~IIH1!)J

kesehatannya.

Sehingga fungsi puskcumcs dulum hal ponycfonp,f!)Jr{JsHI UpOy/i

kesehatan rnasyarakat tingkat portama UUl1 upuyu J<onotwfs,Hl
perseorangan tingkat pertama daput dllukuunakun c1(meuo opflmul ~U,)It

terwujudnya visi misi Kallmuntan Selatan.

c. Penugasan Khunus,



3. Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan.

Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi penyebaran Tenaga
Kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan tenaga
kesehatan, dan pengembangan tenaga kesehatan termasuk
peningkatan kariemya. Peningkatan pendayagunaan tenaga
kesehatan diupayakan untuk mernenuhi kebutuhan
pembangunan kesehatan di semua lini dari daerah sarnpai
pusat secara lintas sektor. Pendayagunaan tenaga kesehatan di
DTPKperlu memperoleh perhatian khusus.

4. Pernbinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan.

Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan dilakukan
melaJui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pernangku
kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan serta
JegaJisasi yang meliputi antara lain sertiflkasl melalui uji
kompetensi, registrasi, perizinan, dan hak ..hak tenaga kesehatan.

2. Peningkatan perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan.

Kebutuhan Tenaga Kesehatan guna mendukung pembangunan
kesehatan harus disusun seeara menyeluruh, book untuk fasilitas
kesehatan milik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

1. Penguatan reguJasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

Penguatan reguJasi untuk mendukung pengembangan dan
pemberdayaan tenaga kesehatan rnelalui percepatan
pelaksanaannya, peningkatan kerjasama lintas sektor dan
peningkatan pengeJolaannya secara berjenjang di pusat dan
daerah.

Oalam mewujudkan keberhasilan penyeJenggaraan Pengadaan Tenaga
Kesehatan Penugasan Khusus maka diperlukan strategi
sebagai beriku t:

c. STRATEGI
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2) Gubernur melalui Dinas melakukan verifikasi terhadap
data usulan Puskesmas lokasi penempatan kriteria terpencil
dan sangat terpencil.

3) Berdasarkan hasil verifikasi diatas, Gubernur menetapkan
kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai jenis tenaga, jumlah, dan
kriteria terpencil dan sangat terpencil serta Puskesmas lokasi
penempatan ProvinsiKalimantan Selatan.

4) Bupati/Walikota menyiapkan ketersediaan fasilitas PeJayanan
Kesehatan dan fasilitas lain bagi peserta Penugasa Khusus
Tenaga Kesehatan yang akan ditugaskan.

D. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Perencanaan dan Penetapan

a. Perencanaan kebutuhan TenagaKesehatan.

Gubemur dan Bupati/Walikota dalam rangka penyelenggaraan
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan menyusun perencanaan
kebutuhan tenaga kesehatan sesuai tugas dan kewenangannya
masing-masing secara beIjenjang, berdasarkan pernetaan sesuai
prioritas kebutuhan suatu wilayah. Gubernur menetapkan
perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan sesuai jenis tenaga,
jumlah, kriteria dan lokasi penempatan.

b. Penetapan alokasi formasi

1) Bupati /Walikota mengajukan usulan kebutuhan Tenaga
Kesehatan dan Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai lokus
Puskesmas penempatan kepada Gubernur melalui Dinas
Kesehatan Kabupaten. Usulan kebutuhan tersebut digunakan
oIeh Gubernur sebagai dasar usulan kebutuhan Provinsi
Kalimantan Selatan.
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Iterikat kontrak dengan Lem'h.

n

g \\ . '~geri Sipil;

di Pengurus dan I atau anggotan Partai

Pegawai egeri Sipilf

. \\' rga Negara Indonesia;

b. Persyaratan Usia setinggi-tingginya 35 (riga puluh lima)
tahun pada saat pendaftaran:

C'~ Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum Penjara atau
kurun an berdasarkan Purusan Pengadilan yang
rnempunyai kekuatan hukum tetap;

d. ....hat j smani dan rohani.

eo" 11 ak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, atas
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai
Pe ..\\ i Tt'~ ri Sipil atau diberbentikan d ngan tidak
h rmat s bagai Pegawai Swasta:

PE Y"..\RATAN U fUM:

lll\,!' san Khusus secara terbuka melaJui media massa

i n u sir ~ dengan persyaratan admini strasi sebagai
1: rikut:

KesehatanTenagapenerimaanm n unurukan
SelatanKalimantanK '" batnnin s

\h l Pendafraran

1\ ft ran d n Selekai
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(H) Ruml P ruylltJlItn he . diu bek r] <.J n tidak
mel Kundudwu did t rrnat rui ukup;

('}) 1'111 I of0 f,. rlm ru rwn n' ukuran m b ny k 2
Jemlmr;

(10) P ·,.,notwnl n l Iarnplrun y dtbu t d m
rUJ1BJuIP I ( IU) dim ukk n k d J m m p;

nduduk(II) Ifofocopy I{far'u KeJUl1rWl don Knrtu Tnndu
(1<'1 P);

(h' ,tOfoc;opy IJIl:t.4." ternkhlr dun Trnn kJP NiJai rakhir
yltn~ cHlCf!JaH,dr [Stempel bnanh];

((,) ,tofJ)coPY' TH yllng dll f1JlHI1Ir (. , rnpel b. uh),

rIJ . urnt Kt~t ,,,np)*" Shot durt Dokt r Peme rintah ( H)
yunK mnnlh h rlnku;

I ) 'f'utH,pun tI, " I tll:

'I) ttf I"J '11 ,,,Jllip ,;

fl, I, I t1i ,ult"ln/ttt".hl tatJIlIJah pro~ rnernverlflknal don
t,lr,uvu"dll,d J(14I'·n,!lwpun hrrkll Ion p~ ertn Penugnsnn
10, t HU "1 'rto tJ It IV J(~,.,. h IIIJUl,

J(,~"~IlHI(U pli II '" I Hli n I tif fit hi:

(I) f ,,,,., Lt,,,,,trlU) 'r;I<,.rjIU1I1 ynng dhuli lnR n dengan
'''~Hlt,JWj BulJpnf f Boxy/ jeni nyn (knp, m W rna
"'fIlm plUfH J(t-"ltH double (0110 hergnri h,.rmIH raj
ntl)wp diU) (jI'/lIufllflHlP)H1i Ar.1f derignn t l.ngll,.' I rnnr n;

(?,) Dun,. I<lwuYIH I lldup;

('J) ,fOfJ)CoPY :illmt Ke,,,mny.lln Kelnku an B uk d r1
1<~poJj"flllJ ,.hf mpnt ynng mnslh berlnku dun till K Jl jr
( " 11;m pI!! f)lt Nil h, ;
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4) Tahap Pernbekalan.

a) Dinas melaksanakan pembeknlan bagl p sertn I 11UgUt nn
Khusus'Tenaga Kesehatan. P mb knlan inl bertujuun untuk
meningkatkan komp tensi dan komitmen k epudu pam Tenugn
Kesehatan .)ang akan bertugas.

b) Pelaksanaan pernbekalan:

(1) Pernbekalan dilaksnnnkan -teluh lulus ~ lekal tuhnp I( durl
Dinas.

(2) Materi pernbekalan yang digunnkan ndulah muteri ynng
telah disusun oleh Dinas Kesehatan Provin i Knllmnntun
Selatan.

(3) Narasurnber dan fu ilitator p mb knln n bern 1 d ri
berbagai bidang sesuai kebutuhnn pemb kalnn.

11 ~umt I ert \':\t:\lm 1 rhu\ju\t\ kt' 'i:\ ~I:m~ diu\lltlntnnHnu'
ii.. ~mnt mi ~t'h:\.i.1:"1\\l\\\:\ tercnntunt d~\It"" t\ rmultr

m t vatukan l'\hwl\~

Ii tidnk teriknt kunn nk kt'tjn d('n~l\tl {m tUtH"
r me nut, h in rupun swnst« dun pernyntnun
berse iin rnenin '''1\11"\,, p<,l«'tjol\ll t('n~(!hut "p,\hUu
rnnaih teriknt kontrnk longnn I emertntnh muupun
swas tn: don

bcrs in dit mpntknn di lokusl pCI\\lRI\NHtl r-t" lInf
krircrin dun lnmo tugns ~ bHRnhllut\1\ yung
dirernpki n Dinns }, schntun Provinet Knllmnutun
,elatnn.

b Sel rsi tahap Il:

Dilakukan se - ah P mgumumnn k lulusun s I kNI tnhup (.

eleksi tahap 11 terdiri ntns:

1) wawancara; dan
(2) psikotes.

3) Pengumurnan hasil seleksi pcnerimann pesertu cngndu to T nngtl

Kesehatan Penugasan Khusus dilnkuknn oleh Dinns Ke hutnn
Provinsi Kalimantan Selatan secnrn onli1l .

1 '
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(3) Pelaksanaan pernberangkatan peserta Penugasan Khusus
Tenaga Kesehatan Individual dari lokasi pembekalan ke
Provinsi tujuan selanjutnya ke KabupatenjKota didarnpingi
oleh petugas dari Dinas dan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.

b) Penyerahan ke Daerah.
(1) Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
ternpat penugasan.

(2) Peserta PenugasanKhusus Tenaga Kesehatan mengikuti
orientasi wilayah dalam rangka persiapan penugasan dan
untuk memperoleh informasi umum tentang daerah

penugasan.

(3) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memfasilitasi
penerbitan surat izin praktik untuk peserta
Pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan KhU8US.

5) Tahap Penempatan

a) Pernberangkatan:

(1) Pemberangkatan peserta Penugasan KhU8US Tenaga
Kesehatan dilakukan setelah ditetapkan oleh Gubemur.

(2) Pelaksanaan pemberangkatan peserta Penugasan KhU8US

Tenaga Kesehatan dan lokasi pembekalan ke Provinsi
tujuan selanjutnya ke KabupatenjKota didampingi oleh
petugas dari Dinas.

(4) Jangka waktu pembekaJan bagi peserta Penugasan Khusus
Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai kebutuhan.
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E. PERENCANAAN ANGGARAN
Perencanaan anggaran Pengadaan Tenaga Kesehatan

Penugasan Khusus merupakan rencana anggaran yang dibutuhkan
untuk menyelenggarakan penugasan mulai dari perencanaan ,
rekrutmen, pembekalan, penempatan, pengelolaan, pembinaan,
pengawasan, pengendalian dan pelaporan.
Penghasilan
1. Penghasilan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dapat

diberhentikan sementara atas permintaan Kepala Dinas
KabupatenjKota selaku penanggung jawab pembuatan daftar
penghasilan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

6). ?emberl1entianfPemurusan

a) Da1am melaksanakan pemberhentianjpemutusan secara
sepihak dikarenakan peserta tersebut melakukan peIanggaran
terlebib dahulu harus melalui tahapan:
(1)Teguran lisan, bagi peserta yang tidak melaksanakan

tugas tanpa keterangan yang sah seIama 5 (lima) sampai
dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif:

(2) Peringatan tertulis, bagi peserta yang tidak melaksanakan
tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas)
sampai dengan 20 (dua puluhJ hari kerja secara kumulatif;

(3) Pengbentian penghasilan, bagi peserta yang tidak
melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21
(dua puluh satu] sampai dengan 29 (dua puluh sembilan)
hari ketja secara kumulatif; dan

(4)Pemberhentian tidak dengan hormat, bagi peserta yang
tidak meIaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah
selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif atau
lebih.

b) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas
profesinya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan
Kepala Dinas Kesehatan KabupatenjKota
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SAHBIRlN NOOR

2. Pembayaran penghasilan Penugasan Khu8U8 Tennga Ke ' hntnn
dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang
bersangkutan melaksanakan tugas,

3. Penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dib yarkan
setiap bulannya melaJui rekening peserta yang telah ditetapkan
dengan bank persepsi yang ditunjuk.

4. Besaran penghasilan Penugasan Khusus Tennga Ke hntnn
mengacu pada standar satuan harga (SSH) pada tahun anggar n
tersebut.


